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--NGMOR‘ 279972004
- TENTANG

 PENDELEGASIAN WEWENANG PENOLAKANPEMBERIN IZIN

"PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAG! PEGAWA! NEGERI SIPIL

Df LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINS! DAERAH KHUSUS

}BUKGTA JAKP\RTA

L .:_G_,_ﬂasmuﬁfgg@mms;-DAERAH‘ KH-&JSUS’E&QKOTA JAKARTA,

. Mengingat

. I

- Perwakitan'Rakyat Dasrah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu

.-_»Undang~undang Nc:mor 1 Tahun 19?4 tentang Pﬁrkawman

e :Daerah Khusus ibukota Nagara Republik Indonesia Jakal”ta

v _Undang undang Nomor 32 Tahun 20@4 tentang Pemermtahan maerah

Peraturan Pemer:ntah Nomor 30 Tahun 1880 tentang Peraturan Disiplin

Dramannmi dlariari Qinmil-

- bahwa keten’tuan pendelegasian wewenang mengenai izin perkawman' o
‘dar- -perceraian bagi Pegawal Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah
“‘Propinsi’ Daerah Khusus Ibukota Jakarta. sebagaimana ditetapkan. dalam
__:_---Keputusah Gubernur Namar 1349 Tahun 1983, siudah tudak sesuai iag:
':-=.*;'dengan kondlst ﬂ*aat im |

) fbahwa sehubungan dengan huref a dah dengan dsberta:{ukannya" s
aty Daerah. Nomor 3 Tahun 2001 tentang. Bentuk Susunan..
dan Tata Kerja Perarigkat’ Daerah dan. Sekretariat Dewan

“menetapkan- kembali Pendelegasian Wewenang. Penolakan!Pembersan”'_ ”
l2in’ perkawinan dan perceranan bagi Pegawai Negeri Sipil di. hngkungan*f;r o
-Pemenntah Propmm DKI Jakarta dengan keputusan Gubernur.: T

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 19?’4 tentang F"okok-pokok{'i{e_pé.gawaién
| .-‘__'sebaga‘:mana teiah diubah dengan: Undang mdang Normor 543' Tahun--*'
:-.1999 : _ S

.'-"Undang undang Ncmor 34 Tahun 198¢ tentahg Pemenntahan Proptnsi |

.=-;:Pe>raiuran F’emermtah Nomor 9 Tahun ‘19375 tentang Peraturan Palaksana-:_ -
Undang- undang Nomor 1 Tahuh 1974 tentang: Pnrkawman



7. Perataran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
- Pegawal Negeri Sipil; | c - .

i ;"l_:s"_'--::--ééifat'[z_r-‘an ‘Pemetintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang: Izin Perkawinan

dan. Perceraian Bagi -Pegawai Negeri Sipi: sebagaimana telah diubah

SO ~dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Thun 1990:

9'.""E?e{atuiii'éh'-Pemérih_ﬁah Nomor 25 Tahun 2000 tentang-i"l{éwenangan;

Pemerintah dan Kewenangan Propinisi Sebagai Daerah Otofiom:

10 Peraturan Pemerintah Nomor ‘84 Tahun 2000 “tentang: Pedoman
o -Organisasi Pemetintah Daerah; R ST

" Propins

" 11. Peraturan’ Daerah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jekarta Nomor -

3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Crganisasi dan ‘Tata’ Kerja .
Perang at-Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat}ﬁaerah-

Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

. ""‘:?'152;'.:‘_Kép"Litusﬁh Gubernur ~ Propinsi  Daerah’ Khusus :Ibukbta‘j-":ﬁ_'_-,;fakarta '

Menetapkan 1

- Nomor 3206 Tahun 2003 tentang 'Pendeieg'as:?a‘n‘,vuemnangji?—’enjat_uhan o
v HMukuman. Disiplin Pegawai Negeri Sipil’ ¢i- lingkungan--Pemerintal
F?rcpins:i"ﬁaerah'Khusus'ﬁbukcta Jakara. e e '

) Memperhatlkan o SuratEdaran Kepala Badan Administrasi Kepagawaian Negara Nomeor
- OBISE/1983tanggal 26 April 1983,

. . MEMUTUSKAN

- PEMBERIAN. [ZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAl

 NEGERI SIPIL DI.LINGKUNGAN PEMERIN™AH PROPINS! DAERAH -

- KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal 1

Pendefegasian wewenang penolakan‘pemberian izin - perkawinan dan

oo perceraian bagi Pegawai Negeri' Sipil di. lingkungan Pemerintah. Propinsi..
~Daerah Khusys tbukota -Jakarta kepada pejabatsebagaimana tercantum’
-~ dalam lampiran keputusan ini. - R T

Pasal 2

Penolakan atau pemberian izin perkawinan dar perceraian sebégéjim'anaf'i H

- dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

" a.Petkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri--Sipi'f=“'p'ria‘-xdé'ﬁg%rj:iﬁtri
- kedvarketigalkeempat, - S

S Perkawman yang akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil wanita

- menjadi istrifkedualketigarkeempat dati pria yang bukan Pegawai
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c. Perceraian 'yang akan dilakukan Pegawai Negeri Sipil karena alasan’

- atdu -alasan-alasannya tidak sesuai dengan Pasal 19 Peraturan

- Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan: Undang- .
“undang Nomor 1 Tahun 1974 ' ‘

Pasai 3.

= ‘Pada saat kepgtusan ini-mulai .be_rlaku,-’-Kpputt:san{‘Gubem'uf Kepala
. Daerah' - Khusus ‘lbukota Jakarts - Nomer 1349 Tahun' 1983 tentang -

~Pendelegasian  Wewenang: mengenal . Penolakan/Pemberian izin .

‘perkawinan. dan. perceraian bagi Pegawai Negeri Sipi!__,d%_{ﬁi.ingkunga:ni_:,f"
T Pemerintah Propinsi-Daerah Khusus - Ibukota- Jakarta: dicabut dan
L "'.;d_inyat'g_kan_tiﬁak berlaku. o _ ' LA

- Pasal 4'

| f‘\“ ::-' ; e Kép&i’_tu,sahinim’ul'-:’—;i*ber!aku pada tanggaf diteiapkan'.

'-‘_.-Ditetrapkan di Jakaria o
pada tanggal 20 Desember 2004 -

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
© IBUKOTAJAKARTA,

SJUTIYOSO

~ Tembusan : -

- 1. Ketua DPRD Propinsi DK| Jakarta

- 2. Wakil Guberriur Propinsi DKl Jakarta

3. Sekretaris Daerah Propinsi DK| Jakarta

4. ParaAsisten Sekda Propinsi DK! Jakarta

- >-"Para Kepala Badan Propinsi DKl Jakarta

8. Para Walikotamadya Propinsi DK Jakarta
5
Q;
1.

7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seriby F’rd‘pin's:' DK Jakarta
o . Para Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta
. Sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta

;'?{-P;ara*“.Kep_a,Iaﬁ-fBiroiSetda'.;;,ﬁt:qp'insi DK} Jakarta

-~ 1..Para Kepala Kantor Propinsi DK} Jakarta



pegawaian




